.BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Penyerahan Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang telah dilakukan berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk

akta otentik yang meilik lan yang sempurna. Dalam hal
ini, proses penyerahan objek lelang secara fisik/ nyata pada lelang eksekusi hak
tanggungan belum sesuai dengan aturan hukum karena berdasarkan Pasal 11

1.huruf k Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa debitur atau

pihak ketiga berjanji akan mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu



eksekusi apabila debitur wanprestasi. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi
pemenang lelang yang pada akhirnya dapat berujung ke pengadilan.

Pada Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Objek Tanah
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ini merupakan pemindahan hak dengan
lelang. Perolehan hak milik terhadap objek lelang dalam Pasal 41 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran

fmglénms 8Rgan adanya suatu

hak
lalui

salah

jual Ii lelang.

kurangnya ketertaran
b. Pemenang lelang melakukan upaya eksekusi pengosongan melalui
pengadilan atas objek lelang yang tidak dapat dikuasainya yang seharusnya
pemenang lelang dapat mengambil alih kuasa atas barang lelang yang

dibelinya secara langsung yang dapat dibuktikan oleh risalah lelang.



c. Terjadinya gugatan dari pihak ketiga yaitu debitor kepada pihak-pihak yang
terkait dalam pelaksanaan lelang termasuk pembeli lelang.
B. Saran
1. Agar lebih diberikan pemahaman terhadap pembeli lelang bahwa objek
lelang yang dijual tersebut bersifat apa adanya. Dan sebaiknya pembeli

lelang dapat lebih cermat dan teliti sebelum melakukan jual beli secara
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kembali agar penyahan Ielan eksekusi hak tanggungan
dapat dilakukan secara materiil sehingga pembeli lelang tidak bersusah

payah dalam hal penguasaan objek lelang yang telah dibelinya.



